BABII

Teori Murabahah

A. Pengertian Murabahah

Jual beli Murabahah secara terminologi adalah pembiayaan
saling menguntungkan yang dilakukan oleh shahib al-mal dengan
pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan
penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat
nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi shabib al-mal
dan pengembaliannya dilakukan secara tunai atau angsur.! Dan
murabahah termasuk salah satu kontrak yang paling banyak
digunakan dalam perbankan syariah.?

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Murabahah adalah
pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh shahib al-
mal dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli
dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual
terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi
shahib al-mal dan pengembaliannya dilakukan secara tunai atau

angsur.’

! Madani, Figh Ekonomi Syariah: Figh Muamalah (Jakarta:kencana,2012), 136.
2 Amr Mohamed El Tiby, Is/amic Banking (Amerika, wiley finance, 2011), 47.
3 Pasal 20 ayat (6) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
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Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa murabahah adalah
akad jual beli yang menyatakan harga perolehan dan keuntungan
(margin) yang telah disepakati oleh nasabah dan koperasi yang
bersangkutan, dan pengembaliannya dilakukan secara tunai atau
angsur, dengan tujuan untuk membantu orang lain atau masyarakat
untuk meningkatkan kesejahteraannya.

1. Dasar hukum:

a. Al-Qur’an A/- Baqgarah: 2775
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Artinya : “orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak
dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang
kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan
mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata
(berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba,
Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan
riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari
Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka
baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang
larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang
kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-

penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.*

4 Departemen Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya, (Jakarta Pusat:2011), 47.
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b. An-Nisa: 29
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Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu
saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil,
kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka
sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh
dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang
kepadamu”.’

——v-\
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c. Hadits Nabi riwayat /bnu Majah
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Artinya : Dari Hakim bin Hizam, ia berkata, "Wahai
Rasulullah, ada seorang lelaki mendatangiku karena ingin
membeli sesuatu (yang tidak aku miliki), apakah aku boleh
menjual sesuatu yang masih ada di pasar (dan belum ada di
hadapanku)?" Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah menjual
sesuatu yang tidak ada padamu. " (Shahih: Ibnu Majah)

d. Kaidah figh:

28 Je Ml i L}J\%\;ﬁ? 3 Y

-z

“Segala sesuatu pada dasarnya boleh, kecuali bila ada dalil
yang mengharamkannya.”

> Departemen Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya, ..., 83.
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Ulama Hanafiyah dan Syafi’iyah membenarkan

keabsahan Murabahah berdasarkan pada syarat-syarat yang

penting bagi keabsahan jual beli ada dalam Murabahah, dan

juga karena orang memerlukannya. Sedangkan fatwa Dewan

Syari’ah Nasional yang terkait dengan transaksi Murabahah

antara lain :

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Nomor 4/DSN-MUI/IV/2000 Tanggal 1 April 2000
tentang Murabahah.

Nomor 13/DSN-MUI/IX/2000 Tanggal 16 September
2000 tentang uang muka dalam Murabahah,

Nomor 16/DSN-MUI/IX/2000 Tanggal 16 September
2000 tentang diskon dalam Murabahah,

Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 Tanggal 16 September
2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-
nunda pembayaran,

Nomor 23/DSN-MUI/III/2002/ Tanggal 28 Maret 2002
tentang potongan pelunasan dalam Murabahah.

nomor 46/DSN-MUI/II/2005 Tanggal 17 februari
2005tentang potongan tagihan Murabahah (khashm fi
al- Murabahah)

Nomor 49/DSN-MUI/II/2005/ Tanggal 25 februari 2005

tentang konversi akad Murabahah.
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8) NOMOR 84/DSN-MUI/XI1/2012/ Tanggal 21 Desember
2012 tentang metode pengakuan keuntungan Al-Tamwil
bi al- Murabahah (pembiayaan Murabahah) di lembaga
keuangan syariah

f. KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah) yang membahas
praktik jual beli Murabahah dalam ketentuan pasal 116-133
buku II tentang akad

2. Syarat- Syarat Murabahah
Syarat- syarat yang harus ada didalam setiap transaksi
pembiayaan Murabahah adalah :
a. Mengetahui harga pertama (harga pembelian)

Pembelian kedua hendaknya mengetahui harga
pembelian karena hal itu adalah syarat sahnya transaksi jual
beli. Syarai ini meliputi semua transasi yag terkait dengan
Murabahah seperti pelimpahan wewenang (tauliyah), kerja
sama (isyrak) dan kerugian (wadhi’ah), karena semua transasi
ini berdasarkan pada harga pertama yang merupakan modal,
jika tidak mengetahuinya maka jual beli tersebut tidak sah.

b. Mengetahui besarnya keuntungan

Mengetahui jumlah keuntungan adalah keharusan,

karena ia merupakan bagian dari harga (#saman), sedangkan

mengetahui harga barang adalah syarat sahnya jual beli.



27

c. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat
atas barang sesudah pembelian.

d. Kontrak harus bebas dari riba

Seperti membeli barang yang ditakar atau ditimbang
dengan barang sejenis dengan takaran yang sama, maka tidak
boleh menjualnya dengan sistem Murabahah. Hal semacam in
tidak diperbolehkan karena Murabahah adalah jual beli dengan
harga pertama dengan adanya tambahan, sedangkan tambahan
terhadap harta riba hukumnya adalah riba dan bukan
keuntungan.

e. Transaksi pertama haruslah sah secara syara’ (rukun yang
ditetapkan). Apabila transaksi pertama tidak sah, maka tidak
boleh dilakukan jual beli dengan harga pertama disetai
tambahn keuntungan, dan hak milik jual beli yang tidak sah
ditetapkan dengan nilai barang atau dengan barang yang
semisal bukan dengan harga karena tidak benarnya
penanaman.

f. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan
pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang.°

3. Rukun Murabahah
Rukun dari akad Murabahah yang harus di penuhi dalam

transaksi ada beberapa , yaitu:

® Dewi Nurul Lestari, penyelesaian Sengketa dalam Praktik Perbakan Syariah (Yogyakarta:
Parama Publishing, 2012), 63-64.
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a. Pelaku akad, yaitu bai (penjual) adalah pihak ang memiliki
barang untuk di jual, dan musytari (pembeli) adalah pihak yang
memerlukam dan akan membeli barang.

b. Objek akad, yaitu mabi’ (barang dagangan) dan tsaman (harga) ;

c. Shighah, yaitu /jab dan Qabul.’

4. Kelebihan Kontrak Murabahah (pembayaran yang di tunda)

a. Pembelian mengetahui semua biaya yang semestinya serta
mengetahui harga pokok barang dan keuntungan (mark up)
yang diartikan sebagai presentase harga keseluruhan dan di
tambah biaya- biayanya.

b. Subyek penjualan adalah barang atau komoditas

c. Subyek penjualan hendaknya memiliki penjual dan dimiliki
olehnya dan ia seharusnya mampu mengirimkannya kepada
pembeli.

d. Subyek penjualan memiliki penjual dan dimiliki olehnya dan ia
hendaknya mampu mengirimkannya kepada pembeli.

e. Dan pembayaran yang ditunda.?

5. Berakhirnya Murabahah
Para ulama figh menyatakan bahwa akad Murabahah akan
berakhir apabila terjadi hal- hal berikut ini :

a. Pembatalan akad, jika terjadi pembatalan akad oleh pembeli,

maka uang muka yang dibayar tidak dapat dikembalikan

7 Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2012), 82.
& Abdullah Saeed, Bank Islam Dan Bunga, (Yogyakarta: Pustaka Belajar Offset, 2003), 139.
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b. Terjadinya aib pada objek barang yang akan dijual yang

kejadiannya ditangan penjual

c. Objek hilang atau musnah, seperti emas yang akan dijual hilang

dicuri orang

d. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad Murabahah telah

berakhir. Baik cara pembayarannya secara /umpsum (sekaligus)

ataupun secara angsuran

e. Menurut jumhur ulama’ akad Murabahah tidak berakhir (batal)

apabila salah seorang yang berakad meninggal dunia dan
pembayaran belum lunas, maka hutangnya harus dibayar oleh

ahli warisnya.

B. Jaminan dalam Akad Murabahah

1.

Pengertian jaminan

Jaminan atau agunan dalam buku pintar ekonomi syariah
adalah jaminan tambahan, baik berupa benda bergerak maupun
benda tidak bergerak yang diserahkan oleh pemilik agunan kepada
bank syariah, guna menjamin pelunasan kewajiban nasabah
penerima fasilitas (collateral). Agunan merupakan agunan material
berupa surat berharga yang disediakan oleh nasabah untuk
menanggung pembayaran kembali suatu pembiayaan. Apabila

nasabah tidak dapat melunasi pembiayaan sesuai dengan yang di



30

perjanjikan, agunan tersebut dapat di jual atau di alihkan kepada
bank untuk melunasi sebagian atau seluruh kewajibannya. °

Dalam fatwa MUI jaminan atau agunan di dalam akad
Murabahah di perbolehkan agar nasabah serius dalam pesanannya
dan bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan
yang akad dipegang.

Agunan dapat berupa objek yang dibiayai dengan kredit atau
agunan tambahan selain dari objek yang dibiayai. Kriteria agunan

kredit, antara lain.

a. Mempunyai nilai ekonomis, dalam arti dapat dinilai dengan
uang dan dapat dijadikan uang;

b. Kepemilikan dapat dipindahtangankan dari pemilik semula
kepada pihak lain (marketable),

c. Mempunyai nilai yuridis, dalam arti dapat diikat secara
sempurna berdasarkan ketentuan dan perundang-undangan
yang berlaku sehingga bank memiliki hak yang didahulukan

(preferen) terhadap hasil likuidasi barang tersebut.!”

Dalam undang-undang mengenal 4 jenis hak jamianan, yaitu:
hak tanggungan, hipotek, gadai, dan hak fidusia. Dengan
demikian, jelas bahwa pada bank syariah pun peraturan perundang-

undangan menentukan bahwa lembaga jaminan dalam hukum

® Ahmad Ifham Sholihin, Buku Pintar Ekonomi Syariah, (Jakarta : Pt. Gramedia, 2010), 16.
10 http://www.upacaya.com/analisis-jaminan-dan-agunan di akses pada 17 November 2016


http://www.upacaya.com/analisis-jaminan-dan-agunan
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nasional dipakai, sepanjang belum ada ketentuan khusus yang

berlaku pada bank dengan prinsip syariah.!!

Dalam melakukan kegiatan bermuamalah tidak terlepas pada
asas-asas yang mengaturnya. Yaitu asas dalam perikatan menurut
hukum islam antara lain:

1) Asas kebebasan (A/-Hurriyah), kontrak dalam hukum islam
harus dilandasi adanya kebebasan berkehendak dan
kesukarelaan dari masing-masing pihak yang mengadakan
transaksi. Kebebasan berkontrak memiliki limitasi terhadap
hal-hal yang sudah jelas dilarang dalam syariat.

2) Asas konsensualisme (A/-Ridha’iyyah), yang menekankan
adanya kesempatan yang sama bagi para pihak untuk
menyatakan keinginannya dalam pengadaan transaksi.

3) Asas persamaan hukum (A/-musawah), yang menempatkan
para pihak di dalam persamaan derajat, tidak membeda-
bedakan walaupun ada perbedaaan kulit, bangsa,kekayaan,
jabatan,dan lain-lain (Al-Qur’an surat al-Hujurat ayat 13).
Asas ini berpangkal pada kesetaraan kedudukan para pihak
yang bertransaksi.

4) Asas keadilan (A/-Adalah), yang menuntut para pihak pihak

yang berkontrak untuk berlaku benar dalam mengungkapkan

" Abd. Shomad, Hukum Islam: Pernormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia
,(Jakarta:kencana,2012), 189.
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kehendak dan keadaan,memenuhi perjanjian yang telah mereka
buat, dan memenuhi semua kewajibannya.

5) Asas kejujuran dan kebenaran (Ash-Shidg), yang menekankan
pada para pihak yang melakukan perjanjian untuk tidak
berdusta, menipu, dan melakukan pemalsuan. Jika asas ini
tidak dijalankan, maka akan merusak legalitas akad yang
dibuat. Karena kejujuran adalah nilai mendasar dalam Islam.

6) Asas manfaat bahwa segala sesuatu bentuk transaksi dilakukan
atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan
menghindari mudarat dalam hidup masyarakat.

7) Asas saling menguntungkan (A/-7a’awun), setiap akad yang
dilakukan harus bersifat saling menguntungkan semua pihak
yang berakad. Suatu akad juga harus memperhatikan
kebersamaan.

8) Asas tertulis (A/-Kitabah), akad harus dilakukan dengan
melakukan kitabah (penulisan perjanjian,terutama transaksi
dalam bentuk kredit) agar akad yang dilakukan benar-benar
berada dalam kebaikan bagi semua pihak yang melakukan akad
(Al-Qur’an surat al-Bagarah ayat 282-283).12

Jaminan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah

adalah berwujud benda tertentu yang bernilai ekonomis guna

12 Abd. Shomad, Hukum Islam: Pernormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia
(Jakarta:Kencana,2012), 82.
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dipakai sebagai pelunasan kredit atau pembiayaan berdasarkan
prinsip syariah jika nasabah debiturnya wanprestasi.

2. Macam -Macam jaminan

Jaminan menurut pendapat Wahbah al-Zuhayli dalam figih
terdapat/ dikenal dua bentuk akad yang bisa menjadi dasar dalam
landasan masalah jaminan yaitu akad Kafalah dan akad Rahn.
Keduanya adalah akad al-Istitsag (untuk menimbulkan

kepercayaan).!3

3. Al- Kafalah
Dalam figh muamalah dikenal A/- Kafalah, merupakan
jaminan yang diberikan oleh penanggung (kafil) kepada pihak
ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang di
tanggung. Dalam hal ini, kafalah berarti mengahlikan tanggung
jawab.'4

a. Dasar hukum A/- Kafalah

(D)5

Artinya: penyeru-penyeru itu berkata: "Kami kehilangan
piala Raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan
memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku
menjamin terhadapnya". (Yusuf: 72)

13 Dewi Nurul Musjtari, Penyelesaian Sengketa dalam Praktik Perbankan Syariah, (Yogjakarta:
Parama Publishing, 2012), 95.

14 Abd. Shomad, Hukum Islam: Pernormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia
(Jakarta:Kencana,2012), 189.
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Artinya: “telah dihadapkan kepada rasulullah saw. (mayat
seorang laki-laki untuk dishalatkan)... Rasulullah saw.
Bertanya ‘apakah dia mempunyai warisan?’ para sahabat
menjawab,’tidak’rasulullah bertanya lagi ‘apakah dia
mempunyai utang?’. Sahabat menjawab ‘ya, sejumlah tiga
dinar’. Rasulullah pun menyuruh para sahabat untuk
menshalatkannya (tetapi beliau sendiri tidak).abu Qatadah
lalu berkata,’saya meminjamka utangnya,ya rasulullah’.

Maka rasulullah pun menshalatkan mayat tersebut” (HR.
Bukhari no. 2127, kitab al-hawalah)

b. Rukun al-kafalah
1) Orang yang menjamin ( kaf7l)
2) Sesuatu yang dijamin (al-Makful bihi) /lembaga yang
meminta jaminan
3) Pihak yang dijamin (a/-Makful ‘anhu)Hal/jenis
pertanggungan
4) Shigat atau ijab. Ulama Syafi’iyah menambahkan satu
rukun lagi, yaitu pihak yang dijamin, a/-Makful lahu.">
4. Adapun syarat-syarat kafalah antara lain:
1) Pihak yang akad saling ridha dan tidak ingkar janji, serta
cakap hukum
2) Kafil mengetahui dengan benar apa yang akan dijadikan

tanggungannya dan mampu melakanakannya.

15\Wahbah Az-Zuhaili, Al-Figih Al-1slam Wa Adilatuhu, Jilid VV (Damaskus: Dar Al-Fik,2008), 24.
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3) Hal/perkara yang ditanggung tidak boleh bertentangan
dengan syariah
4) Upah pertanggungan harus disepakati
5) Masa jabatan sebagai kafil dianggap selesai/batal
apabila: selesai urusannya, dilaksanakan sendiri atau di
cabut oleh orang yang meminta dijamin.
6) Penjamin
a) Harus orang/pihak yang bisa bertanggung jawab
b) Tidak boleh menarik/mengundurkan diri, kecuali
saat barang yang dijamin belum menjadi tanggung
jawab pihak yang dijamin.
c) Penjamin sebagai pengganti
d) Jumlah penjamin tidak terbatas, karena itu pihak
yang bersangkutan boleh meminta beberapa orang
penjamin dalam satu perkara.
7) Pihak yang diberi jaminan
a) Boleh menuntut barang yang dijamin dari
penjamin ketika sampai pada waktunya.
b) Boleh membebaskan penjamin dari tanggung
jawabnya dengan demikian tidak berarti
bahwa tanggung jawab orang yang dijamin

juga lepas
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8) Barang yang dijamin
Jenis kafalah yaitu:

a) Kafalah bin nafs adalah akad memberikan
jaminan atas diri (personal guarantee)

b) Katalah bil-Mall adalah jaminan pembayaran
barang atau pelunasan utang.

c) Kafalah  bit-Taslim  adalah  jaminan
pengembalian atas barang yang disewa, pada
waktu masa sewa berakhir.

d) Kafalah al-Munajazah adalah jaminan mutlak,
yang tidak dibatasi oleh jangka waktu dan
untuk kepentingan/tujuan tertentu

e) Kafalah al-Muallagah, bentuk jaminan
merupakan penyederhanaan dari kafalah al-
Munajazah, baik oleh industry perbankan

maupun asuransi.!®

16 Abd. Shomad, Hukum Islam: Pernormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia
(Jakarta:Kencana,2012), 190-191.
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5. Rahn
Menurut termonologi syara’, rahn berarti penahanan
terhadap suatu barang dengan hak sehingga dapat dijadikan
sebagai pembayaran dari barang tersebut.!” Rahn merupakan
perjanjian penyerahan barang untuk menjadi agunan dari
fasilitas pembiayaan yang diberikan.®

Rahn menurut para ulama syafi’iyyah mendefinisikan
akad rahn seperti berikut, menjadikan barang (al- ‘4in) sebagai
jaminan (watsigah) utang yang barang itu digunakan untuk
membayar hutang tersebut (a/-Marhun bihi) Ketika pihak yang
berhutang (ar-Rahin) tidak bisa membayar utang tersebut.!”
Sedangkan menurut ulama Hanabilah, rahn adalah harta yang
dijadikan jaminan hutang sebagai pembayar harga (nilai)
utang ketika yang berutang berhalangan (tak mampu)

membayar utangnya kepada pemberi pinjaman.?°
Barang yang dijadikan objek gadai tidak selalu harus
berpindah ke tangan penerima gadai, dengan demikian, maka
dapat disimpulkan bahwa hipotek, hak tanggungan, fidusia,

dan gadai, telah tercakup dalam Rahn.

17 Racmat Syafei, Figih Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 159.

18 Dewi Nurul Musjtari, Penyelesaian Sengketa dalam Paktik Perbankan Syariah,... , 101.

19 Wahbah Az-Zuhaili, Al-Figih Al-1slam Wa Adilatuhu, Jilid V (Damaskus: Dar Al-Fik,2008), 77.
20 Racmat Syafei, Figih Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 160.
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a. Dasar hukum :

1) Al Bagarah: 283
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Artinya:” jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah
tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh
seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan
yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika
sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka
hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya
(hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah
Tuhannya; dan  janganlah kamu (para  saksi)
Menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang
menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah
orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui
apa yang kamu kerjakan”.?! (Al Baqgarah : 283)
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2) As- Sunnah
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Artinya : Dari 'Aisyah radliallahu 'anha bahwa Nabi
shallallahu 'alaihi wasallam pernah membeli makanan dari
orang Yahudi dengan pembayaran tunda sampai waktu

yang  ditentukan, yang Beliau = menggadaikan
(menjaminkan) baju besi Beliau." 2> (H.R. Bukhari)

b. Rukun Rahn

1) Nasabah (Rahin)

21 Departemen Agama R, a/-Qur’an dan Terjemahnya, (Jakarta Pusat: Pena,2011),
22 Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Sahih Bukhari, juz 2, (Beirut: Dar Ibn Kathir, 1987), 729
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2) Bank Syariah/ Lembaga Keuangan Syariah (Murtahin)
3) Pembiayaan (Marhun bih)
4) Barang Jaminan (Marhun)*
c. Syarat- syarat akad Rahn
1) Persyaratan Agid
Menurut ulama syafi’iyah adalah orang yang telah sah
untuk jual-beli, yaitu berakal dan mumayyiz, tetapi tidak di
syaratkan harus baligh. Sedangkan menurut ulama
Hanafiyah, rahn tidak boleh dilakukan oleh orang mabuk,
gila, bodoh, atau anak kecil yang belum baligh.
2) Syarat shight
Menurut ulama syarat dalam rahn ada yang sahih dan
yang rusak. Diuraikan adalah sebagai berikut:
a) Ulama Syafi’iyah berpendapat bahwa syarat dalam rahn
ada 3, yaitu:
e syarat sahih, seperti mensyaratkan agar
Murtahin cepat membayar sehingga jaminan
tidak disita.
e mensyaratkan sesuatu yang tidak bermanfaat,
seperti mensyaratkan agar hewan yang
dijadikan jaminannya diberi makanan tertentu.

Syarat seperti itu batal, tetapi akadnya sah.

23 Ismail, Perbankan Syariah, (Jakarta: Kencana, 2011), 210-211.
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e Syarat yang merusak akad, seperti
mensyaratkan sesuatu yang akan merugikan

Murtahin.

b) Ulama Malikiyah berpendapat bahwa syarat rahn

terbagi dua, yaitu rahn sahih dan rahn fasid. Rahn fasid
adalah rahn yang didalamnya mengandung persyaratkan
yang tidak sesuai dengan kebutuhan atau di palingkan
barang harus berada dibawah tanggung jawab rahin.

Ulama Hanabilah berpendapat seperti ulama Malikiyah
diatas, yakni rahn terbagi dua, sahih dan fasid. Rahn
sahih adalah raAn yang mengandung unsure

kemaslahatan dan sesuai dengan kebutuhan.

3) syarat Marhun bih (utang)

Marhun bih adalah hak yang diberikan ketika Ra/hn.

Ulama Hanafiyah memberikan syarat, yaitu :

a) Marhun bih hendaklah barang yang wajib diserahkan

b) Marhun bih memungkinkan dapat dibayarkan

c) Hak atas marhun bihharus jelas

a)

Ulama Hanabilah dan Syafi’iyah memberikan tiga syarat

bagi marhun bih :

Berupa utang yang tetap dan dapat dimanfaatkan

b) Utang harus lazim pada waktu akad

©)

Utang harus jelas dan diketahui oleh rahin dan murtahin
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4) Syarat Marhun
Marhun adalah barang yang dijadikan jaminan oleh
rahin. Para ulama figih sepakat mensyaratkan marhun
sebagaimana persyaratan barang dalam jual beli, sehingga
barang tersebut dapat dijual untuk memenuhi hak

murtahin.** Syarat barang jaminan (marhun), antara lain:

a) Barang yang dijadikan jaminan (agunan) harus dapat
dijual dan nilainya seimbang dengan pembiayaan.

b) Agunan harus bernilai dan bermanfaat menurut
ketentuan syariah.

c) Agunan harus jelas dan dapat ditentukan secara spesifik

d) Agunan merupakan harta yang utuh dan tidak
bertebaran dibeberapa tempat.

e) Agunan itu harus dapat diserahkan terima baik fisik
maupun manfaat.?

d. Manfaat Rahn
Manfaat yang dapat diambil oleh bank dari prinsip Rahn

adalah sebagai berikut:

1) Menjaga kemungkinan nasabah untuk lalai atau
bermain-main dengan fasilitas pembiayaan yang

diberikan bank.

24 Racmat Syafei, Figh Muamalah, ... , 162-164.
25 Ismail, Perbankan Syariah, ...,211.
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2) Memberikan keamanan bagi semua penabung dan
pemegang deposito bahwa dananya tidak akan hilang
begitu saja jika nasabah peminjam ingkar janji karena
ada suatu aset atau barang (marhun) yang dipegang
oleh bank.

3) Jika rahn diterapkan dalam mekanisme pengadaian,
sudah barang tentu akan sangat membantu saudara kita
yang kesulitan dana, terutama di daerah-daerah.?®

e. Berakhirnya Rahn

1) Barang yang diserahkan kepada pemiliknya

2) Dipaksa menjual barang jaminan

3) Rahin melunasi semua hutang

4) Pembebasan hutang

5) Pembatalan rahn dari pihak murtahin

6) Rahin meninggal

7) Barang jaminan rusak

8) Tasharruf (menguasakan) dan barang jaminan.

2 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik, (Jakarta: Gema Insani,2001),
130.



